
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten 
Daerah Tingkat IT Toba Samosir clan Kabupaten Daerah Tingkat II 
Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3794); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakbir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 
dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593; 

Menimbang : a bahwa beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir bertentangan 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di 
biclang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah; 

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 180 angka 4 ditegaskan bahwa 
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang jenis 
pajak clan retribusinya diluar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
dinyatakan hanya berlaku paling lama I (satu) tahun sejak diberlakukannya 
Undang-Undang dimak:sud, sehingga perlu dilak:ukan pencabutan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
clan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan 17 
(tujuh belas) Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir; 

BUPATITOBASAMOSIR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENCABUTAN 17 (TUJUH BELAS) PERATURAN DAERAH 
KABUPATENTOBASAMOSIR 

TENT ANG 

PERATURAN DAERAB KABUP ATEN TOBA SAMOSIR 
NOMOR 20 TAHUN2012 
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a. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 33 Tahun 1999 tentang Retribusi Air 
Bersih (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 1999 Seri C Nomor 33); 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 34 Tahun 1999 tentang Retribusi 
Pengelolaan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 1999 Seri C 
Nomor 34); · 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 37 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin 
Pengambilan Hasil Hutan Ikutan (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 
1999 Seri C Nomor 37); 

d. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 38 Tahun 1999 tentang Retribusi 
Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 
1999 Seri C Nomor 38); 

e. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 39 Tahun 1999 tentang Retribusi 
Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 1999 
Seri C Nomor 39); 

f. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 40 Tahun 1999 tentang Retribusi 
Penyeberangan di atas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 1999 Seri 
CNomor43); 

g. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 43 Tahun 1999 tentang Retribusi 
Tempat Penginapan /PesanggarahanNilla (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir 
Tahun 1999 Seri C Nomor 43); 

h. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 44 Tahun 1999 tentang Retribusi 
Pasar Grosir dan Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 1999 Seri 
CNomor44); 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 48 Tahun 1999 tentang Retribusi 
Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 1999 
Seri C Nomor 48); - 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka : 

Pasal 1 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 17 (TUJUH 
BELAS) PERATURAN DAERAH KABUP ATEN TOBA SAMOSIR. 

MEMUTUSKAN : 

Dengan Penetujuan Bersama 
DEWANPERWAKILANRAKYATDAEAAHKABUPATENTOBASAMOSIR 

dan 
BUP ATI TOBA SAMOSIR 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia 
4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah 
Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Seri D Nomor 1); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Toba 
Samosir Tahun 2008 Seri E Nomor 4); 
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Diundang di Balige • 
pada tanggal 4 ~I 2012 

PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK 

Cap/dto 

Ditetapkan di Balige 
pada tanggal 29 Mei 2012 

BUPATI TOBA SAMOSIR, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 2 

J. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi ljin 
Usaha Pemanfaatan Kayu Pada Tanah Milik (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir 
Tahun 2001 Seri C Nomor 14); 

k, Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin 
Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2002 Seri C 
Nomor 13); 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin 
Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Lembaran Daerah Kabupaten Toba 
Samosir Tahun 2002 Seri C Nomor 14); 

m. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi 
Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir 
Tahun 2003 Seri C Nomor 5); 

n. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin 
Usaha Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2004 
Seri C Nomor 11); , , 

o. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin 
Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Toba 
Samosir Tahun 2005 Seri C Nomor 4); 

p. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin 
Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2005 Seri 
CNomor 10); 

q. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2006 tentang Retribusi 
Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah .Kabupaten Toba Samosir Tahun 2005 Seri C 
Nomor 5); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, 
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